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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana 

kedudukan putusan MKDKI sebagai rekomendasi dalam tindak pidana medis dan 

bagaimana kekuatan pembuktian putusan MKDKI dalam perkara tindak pidana 

medis. MKDKI memiliki tujuan utama yaitu melindungi pasien, menjaga mutu 

pelayanan terhadap pasien, dan juga menjaga marwah kehormatan profesi dokter, 

dimana hal itu diaktualisasikan dalam bentuk peradilan dilingkup kedokteran. Jenis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative 

legal research) dan penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual 

(conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian 

ini menunjukan bahwa kedudukan keputusan MKDKI sebagai rekomendasi tindak 

pidana medis adalah: 1) standar tindakan dokter dan dokter gigi tidak boleh semata-

mata dilihat dari pandangan pidana secara umum, 2) apabila tindakan dokter dan 

dokter gigi yang diputus oleh MKDKI melanggar disiplin profesi kedokteran maka 

dokter dan dokter gigi tersebut tetap dapat digugat atau dipersoalkan secara pidana, 

dan 3) walaupun keputusan MKDKI bersifat mengikat dokter dan dokter gigi tetap 

dapat diajukan secara pidana, hal ini dikarenakan profesi kedokteran berkaitan 

dengan manusia. Sedangkan kekuatran pembuktian putusan MKDKI dalam perkara 

tindak pidana medis adalah: 1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau 

dikeluarkan oleh lembaga resmi, 2) putusan MKDKI dihasilkan melalui proses yang 

legal dan sah, 3) pembuktian pada persidangan di MKDKI sama halnya dengan 

beracara menggunakan hukum acara pidana, dan 4) proses pemeriksaannya maupun 

proses persidangannya dilakukan secara mendalam dan dilakukan oleh pihak yang 

berkompetem dibidangnya. 

Kata kunci: MKDKI, Malpraktik, Medis 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine and explain how the position of MKDKI's 

decision as a recommendation in medical crimes and how the evidentiary power of 

MKDKI's decision in medical criminal cases. MKDKI has the main objectives of 

protecting patients, maintaining the quality of service to patients, and also 

maintaining the dignity of the doctor's profession, where it is actualized in the form 

of justice in the medical field. The type used in this research is normative legal 

research and this research uses several approaches, namely the statute approach, 

conceptual approach, and case approach. The results of this study indicate that the 

position of the MKDKI decision as a recommendation for medical criminal acts are: 

1) the standard of action of doctors and dentists should not be solely seen from a 

general criminal view, 2) if the actions of doctors and dentists decided by MKDKI 

violate the discipline of the medical profession, the doctors and dentists can still be 

sued or questioned criminally, and 3) although the MKDKI decision is binding on 

doctors and dentists can still be filed criminally, this is because the medical 

profession is related to humans. Meanwhile, the evidentiary strengths of the MKDKI 

decision in medical criminal cases are: 1) issued by an authorized official or issued 

by an official institution, 2) MKDKI's decision is produced through a legal and 

legitimate process, 3) proof at the trial at MKDKI is the same as using criminal 

procedural law, and 4) the examination process and the trial process are carried out 

in depth and carried out by parties who are competent in their fields. 

Keyword: MKDKI, Malpractice, Medical 
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